PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-24/DPRD/VIII/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TERHADAP HASIL EVALUASI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Tahun 2018 yang transparan dan akuntabel
berdasarkan penerapan otonomi daerash secara nyata dan
bertanggung jawab, maka periu adanya persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan
Daerah;

. bahwa sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 903/4010/1304-1II/BPKAD tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959,

tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
19353 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-undang {Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820j;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400j;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887});

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan  Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201501 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 13};
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11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16};

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
Nomor 1};

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke — 24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 9 Agustus 2019 tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan
Bupati
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Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBBD Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Menjadi
Peraturan Daerah Kabuparan Kutai Kartanegara tahun 2019.

Menyetujui Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Agustus 2019




